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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMORZE - TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI PEMALANG,

bahwa untuk mengatur lebih detail akun pendapatan -
Laporan Operasional dalam penyajian laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2015, maka
dipandang perlu melakukan revisi terhadap Kebijakan
Akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12

13,

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kecuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mula: Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemecrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
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15. Peraturan Pemecrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Ketentuan pada Lampiran BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN POINT H
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kcbijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014
Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pemalang.
Ditetapkan di Pemalang _
pada tanggal 20 - A/D&e) 1L O/
BUPATI PEMALANG,
—
NAEDI
PARAF HIRARKI
Kasi P
Diundangkan di Pemalang Kabid 4
pada tanggal 40 A/ 20/ Sekdin [
Kadi L
SEKRETARIS DAERAH = éf-{;/ |
KABUPATEN PEMALANG == > SR

—

W

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR & 2
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NOMOR

TANGGAL

TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan
Operésional untuk pemecrintah daerah dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Kebyjakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis
akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan

daerah.

Definisi

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah ckuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12
paragraf 8)

2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah
daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan,
yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain
pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos
Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan - LO terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah - LO;

b) Pendapatan Transfer — LO;

c) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO;
d) Pendapatan Non Operasional — LO; dan

€) Pos Luar Biasa — LO.
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d. Pengakuan

1)

2)

3)

4)

O)

6)

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan/atau

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi (realized).

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

a) Pendapatan-LO vyang diperoleh berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu
pelayanan yang tclah selesai diberikan diakui pada saat
timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;

b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundang-perundangan
yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan

bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa

terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan

Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;

b) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas;
dan

c) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dapat

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan
daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO
diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan
walaupun kas belum ditcrima.

Pendapatan — LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara
penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan
hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya
kas, maka pendapatan-1.O diakui pada saat kas diterima.

Kebyjakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan- LO

bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan
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7)

atas transaksi dengan pertimbangan:

a) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa  jenis penerimaan mempunyai tingkat
ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh
sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip
pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara
konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai
perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan
penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan
akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat
diterimanya kas.

b) Tidak ada dokumen penetapan
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen
penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan
sistem self assesment atau dokumen penetapan tidak
diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka
atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan
akuntansi pengakuan pendapatan-LO secara bersamaan
saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang

dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan

atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan
manfaat.

Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas dapat

dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan
daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas
telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan
pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada

saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

e. Pengukuran

1)

2)

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan

tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses
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belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas

laporan Keuangan (CaLK).

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah - LO

1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) — LO adalah pendapatan yang

diperoleh Daerah vyang dikenakan berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LO

1)

Pendapatan Asli Daerah - LO diakui pada saat telah menjadi

hak bagi pemerintah dacrah.

2) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas

Pendapatan Asli Daerah - LO dilakukan sebagaimana kondisi

berikut ini:

(a) Pendapatan Asli Dacrah — LO diakui sebelum penerimaan
kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah
sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini
diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti
Memorial Lainnya.

(b) Pendapatan Asli Daerah - LO diakui bersamaan
penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa
pendapatan asli dacrah - LO yang tidak ada dokumen
penetapan schingga dapat diakui bersamaan dengan
penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan
berdasarkan bukti sctoran seperti Bukti Penerimaan Kas,

Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran
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C.

pendapatan lainnya vang sah.

(c) Pendapatan Asli Dacrah - LO diakui setelah penerimaan
kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah - LO
belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas
sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit,
Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti
Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

3) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan
penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi
(accounting treatment) pada akhir periode akuntansi atau pada
saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan
dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang

(understated) maupun lebih (overstated).

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah - LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah -LO diukur sesuai jumlah
hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan
berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu

dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LO
Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas

laporan Keuangan (CalLK).

3. PENDAPATAN TRANSFER - LO

Definisi Pendapatan Transfer — LO

1) Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

2) Alokasi Pendapatan Transfer — LO untuk pemerintah daerah
ditetapkan dengan Pecraturan Tentang Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak - 1L.O, Dana Alokasi Umum - LO, Dana
Alokasi Khusus - LO dan Dana Penyesuaian — LO bagi (yang
diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode

berdasarkan Nota Kredit dari Bank.



http://dih.pemalangkab.go.id/

b.

Pengakuan Pendapatan Transfer - LO

1) Pengakuan Pendapatan Transfer — LO diakui pada saat kas
masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pengakuan Pendapatan Transfer — LO hanya dilakukan di
PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer — LO

Pengukuran Pendapatan Transfer - LO dilakukan berdasarkan
jumlah yang diterima di RKUD.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LO
Pendapatan Transfer — LLO disajikan dalam Laporan Operasional
(LO). Rincian dari Pendapatan Transfer — LO dijelaskan dalam

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

a.

Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO
1) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah seluruh

pendapatan daerah sclain Pendapatan Asli Daerah - LO dan
Pendapatan Transfer - LO.
2) Lain-lain Pendapatan vang Sah - LO terdiri dari:
a) Pendapatan Hibah - LO;
b) Dana Darurat — LO;

c¢) Pendapatan Lainnya - LO.

Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah — LO adalah pada
saat pendapatan ini di terima di RKUD.

2) Pendapatan Hibah - L.O diakui pada saat di terima di RKUD.

3) Dana Darurat - LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya
maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya
Kas di Kas Daerah

4) Pendapatan Lainnya -- LO diakui pada saat telah menjadi hak

pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO
1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO dilakukan
sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

2) Lain-lain Pendapatan yang Sah — LO diukur dengan azas bruto
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yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul
karena pendapatan tersebut.
Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah -
LO
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah - LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan

(CaLK).

5. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - LO

a.

Definisi Pendapatan Non Operasional — LO

1) Pendapatan Non Operasional - LO adalah pendapatan yang

diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan Kkegiatan
utama pemerintah dacrah dan diterima secara tidak rutin
tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

2) Pendapatan Non Operasional — LO terdiri dari:
a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar — LO.
b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang — LO.
c) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO

1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional — LO pada saat hak
atas pendapatan timbul.

2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber
berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan
untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah

diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional - LO

Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan azas bruto
yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul
karena pendapatan terscbut sejumlah nilai nominal hak yang

diterima.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-
LO
Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam Laporan

Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos
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luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional - LO

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. PENDAPATAN LUAR BIASA - LO

a.

Definisi Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan

berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan Luar Biasa - LO

1) Pendapatan Luar Biasa - LO diakui pada saat hak atas
pendapatan luar biasa timbul.

2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar
kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka
pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan
diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir

periode akuntansi.

Pengukuran Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa - LO diukur berdasarkan azas bruto atau
tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul
karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah

nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan Luar Biasa - LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian
dari Pendapatan Non Operasional — LO dijelaskan dalam Catatan

atas laporan Keuangan (Cal.K).
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